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Peralihan hak atas tanah menjadi kasus mayoritas terjadi dalam hukum perdata.
Peralihan ini memiliki salah satu syarat yakni cakap hukum. Sedangkan, cakap hukum
dalam Islam dan hukum positif memiliki perbedaan. Kemudian, kasus yang terjadi adalah
ketika peralihan hak atas tanah terjadi pada subyek yang belum cakap hukum (anak-anak).
Maka, prosedur dan batas atas usia menjadi salah satu aspek yang harus memiliki
ketentuan khusus. Berdasarkas kasus tersebut pertanyaan yang dilontarkan adalah: 1.
Bagaimana kecakapan hukum dalam peralihan hak atas tanah di Kabupaten Tulungagung?.
2. Bagaimana kecakapan hukum dalam peralihan hak atas tanah di Kabupaten
Tulungagung menurut hukum positif?. 3. Bagaimana kecakapan hukum dalam peralihan
hak atas tanah di Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis
data kualitatif dan pengecekan keabsahan temuan dengan cara mendeskripsikan data yang
diperoleh peneliti kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus sebagai inti daripada
penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini berdasarkan fokus masalah diatas adalah : 1) Kecakapan hukum
dalam peralihan hak atas tanah di Kabupaten Tulungagung menurut Badan Pertanahan
Negara Tulungagung (BPN) menjelaskan bahwa kemampuan untuk dapat bertindak
sebagai subyek hukum apabila usianya mencapai 21 tahun atau sudah kawin. Sedangkan,
berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, maka untuk melindungi kepentingan diri dan
harta kekayaannya, maka anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum
cakap bertindak didepan hukum dan dianggap belum mampu untuk mengurus dirinya
sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri
pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum. Ketentuan
Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah
sedapat dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berfikiran sehat,
adil, jujur dan berkelakuan baik. 2) Tinjauan Hukum Positif terhadap Peralihan Hak atas
Tanah di dasarkan pada Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,
Peraturan Pemerintahan Agraria No.3 tahun 1997, Peraturan Pemerintah No.224 tahun
1961 Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Undang-Undang
No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanahan, Undang-Undang No. 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No0.37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 3) Tinjauan hukum islam terhadap
peralihan hak atas tanah disandarkan pada hukum kewarisan sebagaimana terdapat pada
pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur pemindahan hak
kepemilikan harta benda peninggalan pewaris, atau jual beli tanah. Dalam kasus yang
spesifik seperti pewarisan, sertifikat menjadi bukti sah kepemilikan hak atas tanah.
Landasan hukum peralihan hak atas tanah tersebut disandarkan pada Al-Qur’an Surat Al-
Maidah ayat 120. Dimana, seseorang juga dpaat memiliki tanah karena sebab-sebab yang
khas yang hanya ada dalam sistem islam. Sebab-sebab yang khas tersebut ialah al-Iqtha’.
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The transfer of land rights in the majority of cases occurs in civil law. This
transition has one of the conditions, namely legal competence. Meanwhile, law proficient
in Islam and positive law have differences. Then, the case that occurs is when the transfer
of land rights occurs to subjects who are not yet capable of the law (children). Thus,
procedures and age limits are one of the aspects that must have special provisions. Based
on the case, the questions posed are 1) How is the legal competence arrangement in
transferring land rights? 2) How is the application of the provision of legal competence in
the transfer of land rights in Tulungagung Regency ?, 3) How is Islamic law reviewing the
transfer of land rights?

The research methods that researchers use are qualitative methods and field
research. The data collection techniques used in the study included interviews,
observations and documentation. While the data analysis technique by describing the data
obtained by researchers then taken conclusions that are special as the core of the research
conducted.

The results of this study based on the focus of the problem above are: 1) Legal
skills in the transfer of land rights in Tulungagung Badan Pertanahan Negara (BPN)
Regency explain that the ability to act as legal subjects if they reach 21 years of age or are
married. Meanwhile, based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage, a man and a
woman have reached the age of 19 (nineteen) years, so to protect their own interests and
assets, the child is legally considered immature, and not yet capable of acting before the
law. and is considered unable to take care of himself or his property, for that it is necessary
to appoint a guardian who can take care of himself and his assets, and represent his
interests before the law. The provisions of Article 107 paragraph 4 of the Compilation of
Islamic Law, that those who can be appointed as guardians are as far as possible taken
from close families with children, are adults, sound minded, fair, honest and well behaved.
2) Positive Legal Review on the Transfer of Land Rights based on Government Regulation
no.24 of 1997 concerning land registration, Agrarian Government Regulation No.3 of
1997, Government Regulation No.224 of 1961 Implementation of Land Distribution and
Provision of Compensation, Law Law No. 56 PRP of 1960 concerning Determination of
Land Areas, Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation No. 37 of
1998 concerning the Regulation of the Position of the Official Making Land Deeds. 3) The

XV



review of Islamic law on the transfer of land rights is based on inheritance law as
contained in Article 171 (a) of the Compilation of Islamic Law. The article regulates the
transfer of ownership rights to the inheritance of the heir, or the sale and purchase of land.
In specific cases such as inheritance, the certificate is legal evidence of ownership of land
rights. The legal basis for the transfer of land rights is based on the Qur'an Surah Al-
Maidah verse 120. Where, a person can also own land for reasons that are unique to the
Islamic system. The typical causes are al-Igtha ".
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